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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 43 TAHUN 2019 

TENTANG 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat 

yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama 

yang bermutu dan berkesinambungan dengan 

memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, 

dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan 

kerja pusat kesehatan masyarakat;  

b. bahwa pengaturan pusat kesehatan masyarakat perlu 

disesuaikan dengan kebijakan pemerintah untuk 

memperkuat fungsi pusat kesehatan masyarakat dalam 

penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 

kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah 

kerjanya; 

c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 

2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak 

sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan 

hukum di bidang kesehatan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) 

www.peraturan.go.id



2019, No.1335 -2- 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun 

rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah dan/atau masyarakat. 

2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di 

wilayah kerjanya. 

3. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 

UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan serta mencegah dan 

menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan 

sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. 

4. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya 

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang 

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, 

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat 

penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. 

5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan 

diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 
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6. Registrasi adalah proses pendaftaran Puskesmas yang 

meliputi pengajuan dan pemberian kode Puskesmas.  

7. Akreditasi Puskesmas yang selanjutnya disebut 

Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan 

Puskesmas, setelah dilakukan penilaian bahwa 

Puskesmas telah memenuhi standar akreditasi. 

8. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan 

tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik 

baik vertikal maupun horizontal. 

9. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya 

disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang 

diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, 

mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu 

sistem.  

10. Instansi Pemberi Izin adalah satuan kerja yang ditunjuk 

oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk 

menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

11. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang 

menyediakan informasi untuk membantu proses 

pengambilan keputusan dalam melaksanakan 

manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran 

kegiatannya.  

12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan.  
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Pasal 2 

(1) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di 

Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja 

Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang: 

a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat; 

b. mampu menjangkau Pelayanan Kesehatan bermutu; 

c. hidup dalam lingkungan sehat; dan 

d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik 

individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 

(2) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di 

Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

rangka mewujudkan kecamatan sehat. 

(3) Kecamatan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan untuk mencapai kabupaten/kota sehat. 

 

BAB II 

PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN 

WEWENANG 

 

Pasal 3 

(1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi: 

a. paradigma sehat; 

b. pertanggungjawaban wilayah; 

c. kemandirian masyarakat; 

d. ketersediaan akses pelayanan kesehatan; 

e. teknologi tepat guna; dan 

f. keterpaduan dan kesinambungan. 

(2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong 

seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam 

upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang 

dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat 

melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 

(3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas 
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